
BUPATI PJNRANG 
PROVINS! SULA.WES! SELA.TAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR,36,TAHUN 2023 

TENT ANO 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENEUTIAN DAN 

PENOEMBANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. ba.hwa Kedudukan, Susumm Orge.ni8!1.si, Tuga.s dan 
Fungsi, Sert.a Tata Kerja Sadan Perencan11.an 
Pembangunan, Peneliban dan Pengembangan Daerah 
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Suaunan 
Orga.nisaai, Tugaa dan Fungai Serta Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah; 

b bahwa Peraturan Bupati aebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, sudah tidak aeauai lagi dengan perkembangan 
dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah sena 
perkembangan peraturan perundang-undangan dan 
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungai Sadan 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah, aehingga perlu diganti; 

c. ba.hwa bcrdaaarkan pertimbangan sebagaimana 
dimakaud dalain huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi eerta Tata Kerja 
Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Oaerah; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembcntukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebaga.imana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua At.as 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik t Indonesia Nomor 68011; 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 54941; 

4. Undan�Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembe.ra.n Negara Republik lndonesia Nomor 5587), 
sebe.gaimana telah diubah beberapa kali. terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantI Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kcrja 
menjadi Undang-Undang (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administraai Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5601), &ebagaimana telah diubah beberapa 
kah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang·Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamba.han 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Pcraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negen Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor6477): 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokraai Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi {Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Suaunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2020 Nomor 6). t 
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MEMUTIJSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, 
SUSUNAN OROANISASI, 1lJGAS DAN FUNGSJ SERTA 
TATA KERJA SADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, 
PENEUTIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH. 

BAB! 
KETEN1UAN UMUM 

PaMI I 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupati adalah Bupa.ti Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Badan adalah Bada.n Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembanga.n Daerah Kabupaten Pinrang 
6. Kepala Sadan adalah Kcpala Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengemba.ngan Oaerah Kabupaten Pinrang 
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 
pernindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan pcrundang·undangan. 

8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
Bupati Pinnlng. 

9. Aparatur Sipil Negara adalah istilah kelompok profesi bagi pegawai­ 
pegawai yang bekerja pada lnstansi Pemenntah baik di tingkat Pusat 
maupun Daerah. 

10. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proeea 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN aeauai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi 
fungai dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungaional yang 
berdaaarkan pada kcahlian dan keterampilan tertentu. 

I 2. Tugaa adalah lkhtisa.r dan keseluruhan tugaa jabatan. 
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Uraian tugas adalah paparan atau bent.angan ataa semua tugas 

jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang 
jabatan. 

BABU 
KEDUDUKAN 

Paw 2 
Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasa.J 1 angka 5, drpimptn oleh 
Kepe.la Badan yang bera.da di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaria Daerah. 1 
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BABIU 
SUSUNAN OROANISASJ 

Pasal 3 
(I) Susunan Orgamsaet Badan terdiri atas: 

a. Kepa)a Ba.clan; 
b. Sekretariat Badan terdtri atas: 

l . Subbagian Program; 
2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan 
3. Subbagian Keuangan. 

c. Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan; 
d. Bidang Pcrekonomian dan Sumber Daya Alam; 
e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 
f. Bidang Perencanaan, Pcngendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Oaerah; 
g. Bidang Penelitian dan Pcngembangan Daerah; dan 
h. Kelompok Jabatan fungsional dan pelakaana. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan ini xbagaimana dimaksud pada 
ayat (I) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
TUGAS, FUNGSJ DAN URAJAN TUOAS 

Bagian Kesa.tu 
Kepala Sadan 

Pasal 4 
(I) Kepala Bad.an mcmpunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang 
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 
yang menjad1 kewenangan Daerah dan tuge.s pembantuan yang 
di&erahkan olch Bupati kepadanya. 

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1), 
Kepala Badan menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan urusan pcmerintahan Bidang Perencana.an 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Oaerah; 
b. pclaksanaan kebijakan urusan pcmerintahan Bidang Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengcmbangan Oaerah; 
c. pclaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan 

pemenntahan Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah; 

d. pelaksanaan administrasi Baden; dan 
e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuei 

dengan tugas dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Sadan sebageimana dimalamd pa.da ayat (!), 

meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan member, pctunjuk pclaksanaan tugae; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas 

dalam hngkungan Baden untuk mengctahui perkembangan 
pclaksanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; dan/atau 

t 
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. ' . 
e. mengikuti rapat-rapat scsuai bidang tugasnya; 
f. merumuakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Badan; 
g. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pcngembangan Dauah; 
h. mengoordllur Penyelenggaraan Survey Kepua.san Masyarakat 

dale.Jn lingkup Sadan; 
t. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional 

Proaedur dalam lingkup Sadan; 
J. menyelenggarakan pembinaan terhadap penyuaunan laporan 

Standar Pclayanan Mmima.1 di Bidang Pcrencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

k. menyelenggarakan koordinasi dan konsulta.si Kementerian, 
Pcmerintah Provinsi dan Organisaai Perangkat Daera.h unit kerja 
terka.it dalam rangka kelancanm tugas; 

I. menetapkan Standar Pelayanan dalam lmgkup Sadan; 
m. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pcmerintah 

dalaJn lingkup Badan; 
n. mengoordinir penyuaunan l.aporan Kinerja !nstanai Pcmerintah 

Badan; 
o. menyelenggarakan monitoring, evaJuasi dan pengawa.san 

penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengadaan 
lnfrastruktur dan Kcwilayahan, Pcrckonomian dan Sumbcr Daya 
Ale..m, Pcmcrintahan dan Pcmbangunan Manusia, Perencanaan, 
Pcngcndalian serta Evaluasi Pcmbangunan Daerah dan Penclitian 
dan Pcngemba.ngan Dacrah; 

p. mcnyclcnggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclcnggaraan 
urusan Pcmerintahan bidang Perencanaan dan fungai penunjang 
penyclcnggaraan urusan pemcrintahan bidang Penclitian dan 
Pcngembangan Dacrah; 

q. menilai kincrja Pcgawru Aparatur Sipil Negara acsuai ketcntuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

r. menyusun laporan ha1il pe.laksanaan tugas Kepala Sadan dan 
membcrikan saran pertimbangan kcpada Atasan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

e. menyelenggarakan tug!UI kcdinasan lain yang diperintahkan 
atasan acsuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 5 
(I) Sekretariat d1pimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

membantu Kepala Sadan dalam melaksanakan koonlinasi kegiatan, 
memberikan pe.layanan teknis dan administrasi penyusunan program, 
pelaponm, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam 
lingkup Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sektttaris mcnye!enggarakan rungai : 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugaa daJam lingkup Sadan; 
b. pengoordinaaian penyusunan program dan pelaporan dalam 

lingkup Badan; 
e. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum daJam 

lingkup Sadan, 1 

. ' . 
e. mengikuti rapat-rapat scsuai bidang tugasnya; 
f. merumuakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

dan Rencana Kerja Anggaran Badan; 
g. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pcngembangan Dauah; 
h. mengoordllur Penyelenggaraan Survey Kepua.san Masyarakat 

dale.Jn lingkup Sadan; 
t. melakukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional 

Proaedur dalam lingkup Sadan; 
J. menyelenggarakan pembinaan terhadap penyuaunan laporan 

Standar Pclayanan Mmima.1 di Bidang Pcrencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

k. menyelenggarakan koordinasi dan konsulta.si Kementerian, 
Pcmerintah Provinsi dan Organisaai Perangkat Daera.h unit kerja 
terka.it dalam rangka kelancanm tugas; 

I. menetapkan Standar Pelayanan dalam lmgkup Sadan; 
m. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pcmerintah 

dalaJn lingkup Badan; 
n. mengoordinir penyuaunan l.aporan Kinerja !nstanai Pcmerintah 

Badan; 
o. menyelenggarakan monitoring, evaJuasi dan pengawa.san 

penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengadaan 
lnfrastruktur dan Kcwilayahan, Pcrckonomian dan Sumbcr Daya 
Ale..m, Pcmcrintahan dan Pcmbangunan Manusia, Perencanaan, 
Pcngcndalian serta Evaluasi Pcmbangunan Daerah dan Penclitian 
dan Pcngemba.ngan Dacrah; 

p. mcnyclcnggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lcmbaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclcnggaraan 
urusan Pcmerintahan bidang Perencanaan dan fungai penunjang 
penyclcnggaraan urusan pemcrintahan bidang Penclitian dan 
Pcngembangan Dacrah; 

q. menilai kincrja Pcgawru Aparatur Sipil Negara acsuai ketcntuan 
Pcraturan Per Undang-undangan; 

r. menyusun laporan ha1il pe.laksanaan tugas Kepala Sadan dan 
membcrikan saran pertimbangan kcpada Atasan aebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

e. menyelenggarakan tug!UI kcdinasan lain yang diperintahkan 
atasan acsuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 5 
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membantu Kepala Sadan dalam melaksanakan koonlinasi kegiatan, 
memberikan pe.layanan teknis dan administrasi penyusunan program, 
pelaponm, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam 
lingkup Badan. 

(2) Untuk melaksanakan tugaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sektttaris mcnye!enggarakan rungai : 
a. pengoordinasian pelaksanaan tugaa daJam lingkup Sadan; 
b. pengoordinaaian penyusunan program dan pelaporan dalam 

lingkup Badan; 
e. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum daJam 

lingkup Sadan, 1 
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d. pengoordinasian peng,elolaan adrninistrasi keuangan dalam 

lingkup Sadan; dan 
e. penyelengg.araan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugaa dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Sekretaris sebaga.imana dimaksud pada ayat (I), 

meliputi: 
a. menyuaun reocana kegiatan Badan sebaga.i pedoman dalam 

pelakaanaan tuga.s; 
b. mendistribusikan dan memberi perunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan 
pelaksanaan tugas; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengikuti rapat-rapat 8C8Uai bidang tugasnya; 
f. menyuaun Standar Operasional Prosedur �uai rincian tugas 

dan melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam 
\ingkungan Badan; 

g. membantu Kepala Badan merumuskan dan menetapkan Rencana 
Strategts, Rencana Keqe, dan Rencana Kerja Anggaran Badan; 

h. menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup 
Badan; 

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Badan 
sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisa&i dan 
simplifikasi pelaksanaan kegiatan; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja 
Badan; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administraai 
umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Sadan; 

I. mengoordinaS1kan dan melaksanakan pelayanan administrasi 
keuangan; 

m. menyelenggarakan dan mengoordinasikan administrasi 
pengadaan, pemeliharaan clan penghapusan ha.rang; 

n. mengoordinasilcan dan memfawhtaai kegiatan organisaai dan 
tatalaksana; 

Intern 

Rcncana 
Rencana 

Pengendalian 

o. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Pembangunan Jangka Panjang; 

p. menyusun dan melaksanakan Standar Pe\ayanan da\am lingkup 
Badan; 

q. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Refonnasi Birokrasi da\am Jingkup Badan; 

r. menyelenggarakan fungai Pejabat Pengelola lnfonnaai dan 
Dokumentasi dalam lingkup Badan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretari.at dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

t. memfasilitaai pelaksanaan Sistem 
Pemerintah dalam lingkup Badan; 

u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kcbijakan teknis di bidang Pengadaan 
lnfrastruktur dan Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manuaia, Perencanaan, 
Pengendalian acrta Evaluaai Pembangunan Daerah dan Penelitian 
dan Pengcmbangan Oaerah; t 

••• 
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Strategts, Rencana Keqe, dan Rencana Kerja Anggaran Badan; 

h. menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup 
Badan; 

1. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkup Badan 
sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisa&i dan 
simplifikasi pelaksanaan kegiatan; 

j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan, program, 
perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja 
Badan; 

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administraai 
umum, kepegawaian dan hukum dalam lingkup Sadan; 

I. mengoordinaS1kan dan melaksanakan pelayanan administrasi 
keuangan; 

m. menyelenggarakan dan mengoordinasikan administrasi 
pengadaan, pemeliharaan clan penghapusan ha.rang; 
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Intern 

Rcncana 
Rencana 

Pengendalian 

o. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan 
Pembangunan Jangka Panjang; 

p. menyusun dan melaksanakan Standar Pe\ayanan da\am lingkup 
Badan; 

q. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Refonnasi Birokrasi da\am Jingkup Badan; 

r. menyelenggarakan fungai Pejabat Pengelola lnfonnaai dan 
Dokumentasi dalam lingkup Badan; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretari.at dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; 

t. memfasilitaai pelaksanaan Sistem 
Pemerintah dalam lingkup Badan; 

u. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kcbijakan teknis di bidang Pengadaan 
lnfrastruktur dan Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam, Pemerintahan dan Pembangunan Manuaia, Perencanaan, 
Pengendalian acrta Evaluaai Pembangunan Daerah dan Penelitian 
dan Pengcmbangan Oaerah; t 
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v. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan iembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perenc:anaan dan rungai penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan 
Pengembangan Daemh; 

w. menilai kinerja Pegawai Apara.tur Sipil Negara seauru ketentuan 
Pemturan Per Undang-undangan; 

x. menyuaun laporan haail pelakaanaan tugaa Kepela Badan dan 
mernberikan saran pertimbangan kepada Atuan aebagai bahan 
perumuaan kebijakan; dan 

y. melakaanakan tugas kedinasan la.in yang diperintahkan atasan 
acsuai dengan bidang tugasnya. 

"""""''' Subbagian Program 

Pa,aJ 6 
(l) Subbagian Program dipimpin oleh KepaJa Subbagian Program 

mempunyai tugas mcmbantu Sckretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan 
penyusunan laporan. 

(2) Ura.ian tugas Kepala Subbagian Program acbagaimana dimaksud PQda 
ayat (I), mcliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program eebagat pedoman 

dalaln pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pe\aksanaan tugas; 
c. mcmantau, mengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas 

dalarn lingkungan Badan untuk mengetahui perkcmba.ngan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengorebi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. mcmbanru Sckretaris merumuskan Rencana Strategia dan 

Rencana Kerja Sadan; 
g. mcnyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja lnstansi 

Pcmerintah Sadan; 
h. mcngoord1nasikan, menyiapkan bahan data dan mronnasi program 

dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
I. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluaai 

kinerja; 
j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian ldnerja 

Ba.dan; 
k. mengumpulkan bahan dan menyuaun Rencana Kinerja Tahunan 

dalaJn lingkup Ba.dan; 
I. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program 

dan membenkan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumuaan kebijakan; 

m. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dlllam lingkup Sadan; 

n. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rinc:ian tugas dan 
melakukan evaluui Stand.ar Operasional Prosedur; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebija.kan teknia di bidang Subbagian Program; 

p. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Subbagian Program; I 
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perumuaan kebijakan; dan 

y. melakaanakan tugas kedinasan la.in yang diperintahkan atasan 
acsuai dengan bidang tugasnya. 

"""""''' Subbagian Program 

Pa,aJ 6 
(l) Subbagian Program dipimpin oleh KepaJa Subbagian Program 

mempunyai tugas mcmbantu Sckretaris dalam mengumpulkan bahan 
dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan 
penyusunan laporan. 

(2) Ura.ian tugas Kepala Subbagian Program acbagaimana dimaksud PQda 
ayat (I), mcliputi: 
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program eebagat pedoman 

dalaln pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pe\aksanaan tugas; 
c. mcmantau, mengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas 

dalarn lingkungan Badan untuk mengetahui perkcmba.ngan 
pelaksanaan tugaa; 

d. menyusun rancangan, mengorebi, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. mcmbanru Sckretaris merumuskan Rencana Strategia dan 

Rencana Kerja Sadan; 
g. mcnyusun dan membuat dokumen Laporan Kinerja lnstansi 

Pcmerintah Sadan; 
h. mcngoord1nasikan, menyiapkan bahan data dan mronnasi program 

dan melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan; 
I. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluaai 

kinerja; 
j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian ldnerja 

Ba.dan; 
k. mengumpulkan bahan dan menyuaun Rencana Kinerja Tahunan 

dalaJn lingkup Ba.dan; 
I. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program 

dan membenkan saran pertimbangan kepada atasan sebagai 
bahan perumuaan kebijakan; 

m. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran dlllam lingkup Sadan; 

n. menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rinc:ian tugas dan 
melakukan evaluui Stand.ar Operasional Prosedur; 

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebija.kan teknia di bidang Subbagian Program; 

p. menyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Subbagian Program; I 
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q. melak.sanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan non pemerintah dalam rangk.a penyelcnggaraan 
urusan Pcmcrintahan bida.ng Pcrencanaan dan funga1 penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan 
Pengembangan; 

r. menilai kinerja Pcgawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Pcraturan Per Undang-undanga.n; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan 
memberikan saran pen.imbangan kepada Ataaan tebagai be.han 
perumusan kcbijakan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Paragraf 2 
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Paaal 7 
(I) Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum drpimpin oleh Kepala 

Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas 
mcmbantu Sekretaris dalam mcngumpulkan bahan dan mclakukan 
urusan ketatausahaan, pelayanan infonnaai, admini,trasi pengadaan, 
pemeliharaan dan penghapuaan be.rang, uruaa.n rumah tangga eerta 
mengelola administrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup 
Badan. 

(2) Uraian tugaa Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum 
sebaga.imana dnnakeud pada ayat (1), meliputi: 
a. mcnyuaun rcncana kcgiatan Subbagian Umum, Kcpcgawaian dan 

Hukum scbagai pedoman dalam pclakaanaan tugas; 
b, mendistribusikan dan mcmbcri pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. memantau, mcngawasi dan mengevaluaai pclakaanaan tugaa 

da1am lingkungan Badan untuk mengetahui pcrkcmbangan 
pclakaanaan tugas; 

d. mcnyuaun rancangan, mcngorckai, 
mcnandatangani naakah dinaa; 

e. mcngikuti rapat-rapat scsuai bidang tugasnya, 
f. mc\aksanakan dan mcngevaluasi pclaksanaan Survey Kepuasan 

Masyarakat Lmgkup Badan; 
g. membantu Sekrctaria mcnyuaun dan mcmbuat Laporan Analisia 

Jabatan, Analiais Bcban Kcrja dan Evaluaai Jabatan; 
h. mcrnantau, mengawasi dan mengcvaluasi pclaksanaan tugas 

dalam lingkup Subbagian Umum, Kcpcgawaian, dan Hukum untuk 
mengetahui pcrkembangan pclaksanaan tugas; 

i, melalcukan pcngklaaifikasian au rat menu rut Jcnianya; 
j. mclakukan administrasi dan pcndistribusian naska.h dinas masuk 

dan keluar; 
k. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas dalam lingkup Badan; 
I. mcnyiapkan bahan dan menyusun administraai pcngadaan, 

pendistribusian, pemcliharaan, inventarisasi dan penghapusan 
banmg; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang 
serta menyusun laporan bara.ng inventaris; 

n. melakukan, mcnyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan 
urn.an rurnah tangga Sadan; 

o. mcnyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan 
mclakukan evaluasi dalrun lingkup Sadan; 

dan/atau 

dan 

f 
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p. mcngoordina.sikan dan mclakukan pengumpulan, pengolahan, 

penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi 
dan pengaduan dalarn lingkup Badan; 

q. mcnyiapkan bahan, mcngoordinaaikan 
peiakJNmaan Sistcm Pengendalian Intern 
lingkup Baclan; 

r. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaku.naan rapat Ba.clan, 
upacara bendera, kehumuan dan keprotokole-ran dalam lingkup 
Badan; 

a. mcnyiapkan ba.han, mcnghimpun dan mengelola data kehadiran 
pegawai: 

t. mengoordinasikan dan mcmfaaiht.as.i adminiatrasi aurat tugas dan 
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Rcformasi Birokraai dalarn lingkup Badan; 

w. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dalam 
lingkup Badan; 

x. mcnyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya 
manusia aparatur daiain lingkup Badan; 
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kompetenai, diaiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara 
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penyuaunan produk hukum di lingkup Badan; 
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(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun re:ncana kegiatan Subbagian Keuangan aebagai 

pedoman dala.m pelaksanaan tugo.11; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelfilUlanaan tugae; 
c. memantau, mengawasr dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam hngkungan Badan untuk mengetahui perkembangan 
pelakeanaan tug.as; 

d. menyusun rancangan, mengore:kai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. memba.ntu Sekretaris menyiapkan bahan, menyusun dan 

merumuakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran lingkup Badan; 
g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana 

kcbutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Badan; 

h. melakukan verifikasi kclengkapan administrasi penatausahaan 
keuangan Badan; 

i. mengoordinae.ikan pelaksanaan akuntansi pengcluaran dan 
penerimaan keuangan dalam lingkup Badan; 

J. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam 
lingkup Badan; 

k. menyusun rcalisasi perhitungan anggaran dalam lingkup Badan; 
I. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan dalam lingkup 

Badan; 
m. menyiapkan bah.an dan mengoordinasikan administrasi 

penyusunan Ookumen Pendukung Pelaksanaan Kegiatan di 
lingkup Badan eeauai bidang tugasnya; 

n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan kcuangan dalam lingkup Badan; 

o. menyuaun Japoran hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan scbagai 
bahan perumusan kebijakan; 

p. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur 
sesuai rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operaskmal 
Prosedur; 

q. melaksanakan monitoring, evalua.si dan pengawasan serta 
Pelaporan penyelenggaraan kebijakan tcknis di bidang Subbagian 
Keuangan; 

r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pere:ncanaan dan fungsi penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan 
Pengembangan; 

s. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

t. mcnyusun laporan haail pelaksa.naan tugaa Kepala Sadan dan 
membenkan saran pertimbangan kepa.da Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

u. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
eeeuei dengan bidang tugasnya. 

- 10 • 

(2) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. menyusun re:ncana kegiatan Subbagian Keuangan aebagai 

pedoman dala.m pelaksanaan tugo.11; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelfilUlanaan tugae; 
c. memantau, mengawasr dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 

dalam hngkungan Badan untuk mengetahui perkembangan 
pelakeanaan tug.as; 

d. menyusun rancangan, mengore:kai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugaanya; 
f. memba.ntu Sekretaris menyiapkan bahan, menyusun dan 

merumuakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran lingkup Badan; 
g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun rencana 

kcbutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan 
rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran 
Badan; 

h. melakukan verifikasi kclengkapan administrasi penatausahaan 
keuangan Badan; 

i. mengoordinae.ikan pelaksanaan akuntansi pengcluaran dan 
penerimaan keuangan dalam lingkup Badan; 

J. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan dalam 
lingkup Badan; 

k. menyusun rcalisasi perhitungan anggaran dalam lingkup Badan; 
I. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan dalam lingkup 

Badan; 
m. menyiapkan bah.an dan mengoordinasikan administrasi 

penyusunan Ookumen Pendukung Pelaksanaan Kegiatan di 
lingkup Badan eeauai bidang tugasnya; 

n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti 
laporan hasil pemeriksaan kcuangan dalam lingkup Badan; 

o. menyuaun Japoran hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan scbagai 
bahan perumusan kebijakan; 

p. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur 
sesuai rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operaskmal 
Prosedur; 

q. melaksanakan monitoring, evalua.si dan pengawasan serta 
Pelaporan penyelenggaraan kebijakan tcknis di bidang Subbagian 
Keuangan; 

r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyclenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Pere:ncanaan dan fungsi penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan 
Pengembangan; 

s. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

t. mcnyusun laporan haail pelaksa.naan tugaa Kepala Sadan dan 
membenkan saran pertimbangan kepa.da Atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

u. melaksanakan tugas kcdinasan lain yang diperintahkan atasan 
eeeuei dengan bidang tugasnya. 



- II . 

Bagian Ketiga 
Bidang Infraatruktur dan Kewilayahan 

Paaa! 9 
(I) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang 

lnfrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala 
Sadan da1am menyusun dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan, 
penyusunan program dan anggaran, memantau dan mengevaluasi 
kegiatan-kegiatan lnfrastruktur dan Kewilayahan. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakeud pada ayat (I), 
Kepala Bidang lnfrastruktur dan KewiJayahan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyueunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan tugas program 

dan kegiatan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 
b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan Btdang lnfrastruktur dan Kewilayahan; 
c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugae program 

dan kegiatan Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan; dan 
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan aesuai 

dengan tugaa dan fungsinya. 
(3) Uraian tugas Kepala Bidang Infraatruktur dan Kewilayahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat {l), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan 

sebagai pedoman dalaJn pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalaJn 

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

d. menyuaun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naakah dinas; 

e. mengikuti rapat·rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. menyusun dan melaksanakan Standar Operaslonal Proeedur sesuai 

rincian tugaa dan melakukan evaluasi Standar Operasional 
Proeedur; 

g. mengoordinaaikan Penyusunan rancangan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Oaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang 
lnfrastruktur dan Kewilayahan; 

h. menverifikaai Rancangan Renatra Perangkat Daerah Bidang 
lnfraatruktur dan Kewilayahan; 

i. mengoordinasU.can Pelaksanaan Muarenbang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menenga.h Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Bidang lnfrastruktur dan Kewila)·ahan; 

j. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinerg:itae dan Hannoniaasi 
Rencana Tata Ruang W1layah Oaerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan; 

k. mengoordinasikan Pelakaanaan Kesepakatan dengan Dewan 
Petwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menenga.h Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang lnfrastruktur dan 
Kewilayahan; 

I. mengoordinaeikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggara.n Pendapa.tan dan Belanja 

� Daerah Bidang Jnfrastruktur dan Kewilayahan; 
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m. mengoordinasikan Sinergitas dan Hannonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan, 

n. mengoordinasikan Pelaksa.naan Sinergitas dan Hannonisasi 
Kegiatan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi di Bidang 
lnfraatruktur dan Kewilayahan; 

o. melaksanakan pengendalian/monitoring pelakaanaan perencanaan 
pembangunan daerah Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan; 

p. melak&a.nakan pengelola.an data dan infonnasi perencanaan 
pembanguna.n daerah Bidang lnfraatruktur dan Kewilayahan; 

q. metaksanakan Evaluasi dan Pelaporan ataa pelaksanaan 
perencanaan pembangunan daerah Bidang Jnfrastruktur dan 
Kewliayahan; 

r. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan admin1atrasi penyusunan 
Dokumen Pendukung Pelaksa.naan Kegiatan di lingkup Sadan 
seauai bidang tugasnya; 

a. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang lnfrastruktur dan 
Kewilayahan; 

t. menyelenggarakan koord!nasi dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan 
Pengembangan Daerah; 

u. mengoordinaaibn Pembina.an teknia perencanaan kepada 
Perangkat Daerah Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan; 

v. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang·undangan; 

w. menyuaun laporan hasil pe)akaanaan tugas Kepala Sadan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Ata.aan sebaga.i bahan 
perumusan kebijakan; dan 

x. meJaksanakan tuga.s kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Paaa.J 10 
(IJ Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh KepaJa 

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas 
membantu Kepala Badan dalam menyusun dan mengoordinasikan 
kegiatan perencana.an penyusunan program dan penganggaran, 
memantau dan mengevaluasi kegiatan·kegiatan pengembangan 
Perekonomian dan aumber daya alam. 

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (II, 
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program dan 

kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
b. pembina.an, pengoordinasian, pengendaban dan pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam; 

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pe]aporan tugas program 
dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 

d. penyelenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan l!le8uait dengan tugas dan fungsinya. 
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perumusan kebijakan; dan 

x. meJaksanakan tuga.s kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Keempat 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Paaa.J 10 
(IJ Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh KepaJa 

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas 
membantu Kepala Badan dalam menyusun dan mengoordinasikan 
kegiatan perencana.an penyusunan program dan penganggaran, 
memantau dan mengevaluasi kegiatan·kegiatan pengembangan 
Perekonomian dan aumber daya alam. 

{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pa.da ayat (II, 
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program dan 

kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
b. pembina.an, pengoordinasian, pengendaban dan pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam; 

c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pe]aporan tugas program 
dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan 

d. penyelenggaraan fungai lain yang diberikan oleh pimpinan l!le8uait dengan tugas dan fungsinya. 
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(3) Uraian tugas Kepaia Bidang Perekonomian clan Sumber Daya Alam 
aebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi · 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam aebagai pedoman dalarn pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

dan/atau 

Kegiatan 
Bidang 

dan pengawaaan 
Perekonomian 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengilruti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. mengoordinasikan Penyusunan mncangan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Oaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Ke?Ja Pemerintah Daerah Bidang 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

g. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

h. memverifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

1. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Hannonisasi 
Rencana Tata Ruang Wile,yah Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam; 

J· mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan 
$umber Daya Alam; 

k. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

I. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi 
Kementerian/Lembap dan Pemerintah Provinai di 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

m. mengoordmasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada 
Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumbe.r Daya Alam; 

n. menyelenggarakan pengendalian/monitoring pelakaanaan 
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam; 

o. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam; 

p. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan 
Dokumen Pendukung Pelaksanaan Kegiatan di lingkup Badan 
sesuai bidang tugasnya; 

q. menyelenggarakan evaluaai dan pelaporan atas pelakaanaan 
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam; 

r. menyusun dan melaksanakan Standac Opemsional Prosedur sesuai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional 
Prosed.Ur; 

a. menyelenggarakan monitoring, evaluaai 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang 
Sumber Daya Alam; 
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(3) Uraian tugas Kepaia Bidang Perekonomian clan Sumber Daya Alam 
aebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi · 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber 

Daya Alam aebagai pedoman dalarn pelakaanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluaai pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu gas; 

dan/atau 

Kegiatan 
Bidang 

dan pengawaaan 
Perekonomian 

d. menyusun rancangan, mengoreksi, 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengilruti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. mengoordinasikan Penyusunan mncangan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Oaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Ke?Ja Pemerintah Daerah Bidang 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

g. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

h. memverifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

1. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Hannonisasi 
Rencana Tata Ruang Wile,yah Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam; 

J· mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Perekonomian dan 
$umber Daya Alam; 

k. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

I. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi 
Kementerian/Lembap dan Pemerintah Provinai di 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

m. mengoordmasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada 
Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumbe.r Daya Alam; 

n. menyelenggarakan pengendalian/monitoring pelakaanaan 
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam; 

o. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi perencanaan 
pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya 
Alam; 

p. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan 
Dokumen Pendukung Pelaksanaan Kegiatan di lingkup Badan 
sesuai bidang tugasnya; 

q. menyelenggarakan evaluaai dan pelaporan atas pelakaanaan 
perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan 
Sumber Daya Alam; 

r. menyusun dan melaksanakan Standac Opemsional Prosedur sesuai 
rincian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional 
Prosed.Ur; 

a. menyelenggarakan monitoring, evaluaai 
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang 
Sumber Daya Alam; 
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t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerinta.h dan non pemerintah dalam rangka penye\engga.ra.an 
urusan Pemerintahan bidang Percncanaan dan rungsi penunjang 
penyelenggaraan uruaan pemerinta.han bidang Penelit:ian dan 
Pengemba.ngan; 

u. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

v. menyuaun Japoran haa1J pelaksa.naan tugaa Kep&la Sadan dan 
memberikan saran pcrtimbangan kcpada Ataaan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinaaan Jain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia 

Pasal 11 
(I) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh 

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai 
tugaa membantu Kepa:la Sadan dalam rnenyusun dan 
mengoordinaaikan kegi.atan perencanaan, penyusunan program dan 
anggaran, memantau dan mengevaluaai kegiatan-kegiatan aoaial dan 
bud a ya. 

(2) Untuk melaksanakan tugaa aebagaimana dimaksud pada ayat (!), 
Kepala Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelcnggarakan 
fungai: 
a. penyuaunan kebijakan tcknis dan penyclenggaraan program dan 

Kegiatan Pemerintahan dan Pe:mbangunan Manusia; 
b. pembinaan, pengoordinaaian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia; 

c. penyelenggaraan monitoring, evaluae.i dan pelaporan tugaa program 
dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manuaia; 
d= 

d. penyelengga.raan fungsi lain yang diberikan oleh pimplllan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugaa Bidang Pemerintahan dan Pemba.ngunan Manuaia 
eebaga.imana dimaksud pada ayat ( I), meliput:i ; 
a. menyuaun rencana kegiatan Biclang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugaa; 
b. mend1stribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugaa; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pe\aJcaanaan tugaa dalam 

linglcungan Sadan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau 
menandatangani naskah dina.s; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tuga.snya; 
t. mengoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

g. mengoordinasikan pelakaanaan Musrenbang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah J Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

l 

• 14 • 

t. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pemerinta.h dan non pemerintah dalam rangka penye\engga.ra.an 
urusan Pemerintahan bidang Percncanaan dan rungsi penunjang 
penyelenggaraan uruaan pemerinta.han bidang Penelit:ian dan 
Pengemba.ngan; 

u. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

v. menyuaun Japoran haa1J pelaksa.naan tugaa Kep&la Sadan dan 
memberikan saran pcrtimbangan kcpada Ataaan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

w. melaksanakan tugas kedinaaan Jain yang diperintahkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Kelima 
Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia 

Pasal 11 
(I) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh 

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai 
tugaa membantu Kepa:la Sadan dalam rnenyusun dan 
mengoordinaaikan kegi.atan perencanaan, penyusunan program dan 
anggaran, memantau dan mengevaluaai kegiatan-kegiatan aoaial dan 
bud a ya. 

(2) Untuk melaksanakan tugaa aebagaimana dimaksud pada ayat (!), 
Kepala Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelcnggarakan 
fungai: 
a. penyuaunan kebijakan tcknis dan penyclenggaraan program dan 

Kegiatan Pemerintahan dan Pe:mbangunan Manusia; 
b. pembinaan, pengoordinaaian, pengendalian dan pengawasan 

program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia; 

c. penyelenggaraan monitoring, evaluae.i dan pelaporan tugaa program 
dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manuaia; 
d= 

d. penyelengga.raan fungsi lain yang diberikan oleh pimplllan sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 

(3) Uraian tugaa Bidang Pemerintahan dan Pemba.ngunan Manuaia 
eebaga.imana dimaksud pada ayat ( I), meliput:i ; 
a. menyuaun rencana kegiatan Biclang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugaa; 
b. mend1stribusikan dan memberi petunjuk pelakaanaan tugaa; 
c. memantau, mengawaai dan mengevaluasi pe\aJcaanaan tugaa dalam 

linglcungan Sadan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 
tugaa; 

d. menyuaun rancangan, mengoreksi, memaral dan/atau 
menandatangani naskah dina.s; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tuga.snya; 
t. mengoordinasikan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

g. mengoordinasikan pelakaanaan Musrenbang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah J Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

l 
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h. memverifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 
mengoordinasikan pclaksanaan sinergitaa dan harmonisasi Rencana 
Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana. Pemba.ngunan Jangka 
Menenga.h Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia; 

j. mengoonhnaaikan pclaksanaan keaepakatan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka 
Paajang Daerah, Rencana Pemba.ngunan Jangka Menenga.h Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

k. mengoordinasikan pelaksenaan kesepa.katan dengan Dewan 
Perwalcilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapa.tan dan 
Belanja Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

I. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegi.atan 
Kementerian/Lemba.ga clan Pemerintah Provinsi di daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

m. mengoordinasikan pembinaan teknia perencanaan kepada 
Perangkat Daerah bidang Pemerintahan clan Pemba.ngunan 
Manuaia; 

n. menyelenggarakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan 
pcrencanaan pembangunan daerah Bidang Pernerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

o. menyelenggarakan pengelolaan data dan informaai pcrencanaan 
pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia; 

p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan a.ta.a pelaksanaan 
percncanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manuaia; 

q. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

r. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Pro&edur aeauai 
rincian tugaa dan melakukan evaluaai Standar Operasional 
Proaedur; 

a. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawaaan 
penyelengga.raan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

t. menyusun laporan hasil monitoring, evaluaai clan pengawasan 
penyelengga.raan kebija.kan teknis di bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manuaia; 

u. menyelenggarakan koon:linaai dan konsulta6i dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Percncanaan dan rungai penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan 
Pengembe.ngan; 

v. menilai kincrja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Pera.turan Per Undang-undangan; 

w. menyuaun laporan haail pelaksanaan tugaa Kepala Sadan dan 
memberikan saran pertimbe.ngan kepada. Atasan aeba.gai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

ara,an 

t 
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h. memverifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 
mengoordinasikan pclaksanaan sinergitaa dan harmonisasi Rencana 
Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana. Pemba.ngunan Jangka 
Menenga.h Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia; 

j. mengoonhnaaikan pclaksanaan keaepakatan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka 
Paajang Daerah, Rencana Pemba.ngunan Jangka Menenga.h Daerah 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

k. mengoordinasikan pelaksenaan kesepa.katan dengan Dewan 
Perwalcilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapa.tan dan 
Belanja Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

I. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Kegi.atan 
Kementerian/Lemba.ga clan Pemerintah Provinsi di daerah Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

m. mengoordinasikan pembinaan teknia perencanaan kepada 
Perangkat Daerah bidang Pemerintahan clan Pemba.ngunan 
Manuaia; 

n. menyelenggarakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan 
pcrencanaan pembangunan daerah Bidang Pernerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

o. menyelenggarakan pengelolaan data dan informaai pcrencanaan 
pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia; 

p. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan a.ta.a pelaksanaan 
percncanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manuaia; 

q. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat 
Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

r. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Pro&edur aeauai 
rincian tugaa dan melakukan evaluaai Standar Operasional 
Proaedur; 

a. menyelenggarakan monitoring, evaluaai dan pengawaaan 
penyelengga.raan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

t. menyusun laporan hasil monitoring, evaluaai clan pengawasan 
penyelengga.raan kebija.kan teknis di bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manuaia; 

u. menyelenggarakan koon:linaai dan konsulta6i dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
uruaan Pemerintahan bidang Percncanaan dan rungai penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan 
Pengembe.ngan; 

v. menilai kincrja Pegawai Apa.ratur Sipil Negara sesuai ketentuan 
Pera.turan Per Undang-undangan; 

w. menyuaun laporan haail pelaksanaan tugaa Kepala Sadan dan 
memberikan saran pertimbe.ngan kepada. Atasan aeba.gai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
seauai dengan bidang tugasnya. 

ara,an 

t 
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Bagian Keenam 
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

Pembangunan Permasala.han 

pelakaanaan sinergitas Prioritae Pembangunan 
Priorita, Pembangunan Deereh Kab,pa,m t 

Pasa.I 12 
(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Eva1uasi Pembangunan 

Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluaai Pembe.ngunan Daerah mempunyai tup.s membantu Kepala 
Badan dalam menyusun dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan, 
penyusunan program dan anggaran, memantau dan mengevaluasi 
kegiata.n-kegiatan Perencanaan, Pengcndalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah. 

(2) Untuk melaksanaka.n tugaa aebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah menyelenggarakan fungai ; 
a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program dan 

Kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah; 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengaweean 
program dan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah; 

c. penyelenggaraan monitoring, evaluaai dan pelaporan tugaa 
program dan kegiatan Bida.ng Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan aesuai 
dengan tugas dan fungstnya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perencana.an, Pengendalian dan EvaJuasi 
Pembangunan Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian 

dan Evaluaai Pembangunan Oaerah sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugaa; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk petekeenaan tugas; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksa.naan tugas 

dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan 
pelakaanaan tugas; 

d. menyusun rancangan, mengorebi, memaraf dan/atau 
menandata.ngani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya, 
f. rnengoordinasikan penyusunan rancangan Rencana ?embangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pin rang; 

g. memverifikasi Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Ptnrang; 

h. mengoordmaaikan pelaksanaan Musrenbang Rencana 
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I. mengoordinasikan pe!aksanaan kesepakatan dengan Dewan 
Perwaldian Rakyat Oaerah terkait Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
den Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang; 

m. mengoordinaeikan pelaksanaan keeepekatan dengan Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah; 

n. mengoordinasikan sinergiw dan hannonis.asi Kegiatan Perangkat Daerah; 
o. mengkoordinasikan pagu indikatif den pagu anggaran Program 

Pembangunan 
p. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada 

Perangkat Daera.h Kabupaten Pinrang; 
q. menyelengsarakan pengendalian/monitoring 

perencanaan pembe.ngunan daerah; 
r. menyelengga.rakan pengelolaan data dan infonnasi perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Pinrang; 
s. menyusun dan melaksanakan Standar Opera.eional Prosedur 

sesuai rincian tugas dan mela.kukan eva.Juaai Standar Operaaiona.J 
Prosedur; 

t. menyelenggarakan monitoring, evaluaa.i dan 
penyelenggara.an kebija.kan teknis d1 bidang 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

u. menyelenggarakan koordinui dan konaulwi dengan !embaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perencanaan clan fungsi penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian clan 
Pengcmbangan; 

v. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan ataa pelakaa.naan 
perencanaa.n pembangunan daerah Kabupaten Pinrang; 

w. menginventarisasi dan mengkaJi permaaalahan yang berhubungan 
dengan bidang tuga.anya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemeeahan mas.alah; 

x. menilai kinerja Pegawai AJ)tlflltur Sipil Negara aeauai ketentuan 
Peraturan Per Vndang·undangan; 

y. menyusun laporan hallil pelaksanaan tugas Kepe.la Badan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebijakan; clan 

z. menyelenggarakan tugas kedinasa.n lain yang diperintahkan atasa.n 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketttjuh 
Bida.ng Pcnelit:ia.n dan Pengembangan Daerah 

Pasal 13 
(I) Bidang Penelitian dan Pengembangan Oaerah dipimpin oleh Kepala 

Bidang Penelitian dan Pengcmbangan Oaerah mempunyai tugas 
membe.ntu Kepala Baden dalam merencana.kan, melakaana.kan dan 
menginformasikan penebtian dan pengembangan Oaerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Oattah 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyuaunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program 

kegiatan Bidang Pcnelitian dan Pengembangan Oaerah; 

pengawaaan 
Perencanaan, 

• 17 • 

I. mengoordinasikan pe!aksanaan kesepakatan dengan Dewan 
Perwaldian Rakyat Oaerah terkait Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
den Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang; 

m. mengoordinaeikan pelaksanaan keeepekatan dengan Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pcndapatan dan 
Belanja Daerah; 

n. mengoordinasikan sinergiw dan hannonis.asi Kegiatan Perangkat Daerah; 
o. mengkoordinasikan pagu indikatif den pagu anggaran Program 

Pembangunan 
p. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada 

Perangkat Daera.h Kabupaten Pinrang; 
q. menyelengsarakan pengendalian/monitoring 

perencanaan pembe.ngunan daerah; 
r. menyelengga.rakan pengelolaan data dan infonnasi perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Pinrang; 
s. menyusun dan melaksanakan Standar Opera.eional Prosedur 

sesuai rincian tugas dan mela.kukan eva.Juaai Standar Operaaiona.J 
Prosedur; 

t. menyelenggarakan monitoring, evaluaa.i dan 
penyelenggara.an kebija.kan teknis d1 bidang 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

u. menyelenggarakan koordinui dan konaulwi dengan !embaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
urusan Pemerintahan bidang Perencanaan clan fungsi penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian clan 
Pengcmbangan; 

v. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan ataa pelakaa.naan 
perencanaa.n pembangunan daerah Kabupaten Pinrang; 

w. menginventarisasi dan mengkaJi permaaalahan yang berhubungan 
dengan bidang tuga.anya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemeeahan mas.alah; 

x. menilai kinerja Pegawai AJ)tlflltur Sipil Negara aeauai ketentuan 
Peraturan Per Vndang·undangan; 

y. menyusun laporan hallil pelaksanaan tugas Kepe.la Badan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
perumuaan kebijakan; clan 

z. menyelenggarakan tugas kedinasa.n lain yang diperintahkan atasa.n 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketttjuh 
Bida.ng Pcnelit:ia.n dan Pengembangan Daerah 

Pasal 13 
(I) Bidang Penelitian dan Pengembangan Oaerah dipimpin oleh Kepala 

Bidang Penelitian dan Pengcmbangan Oaerah mempunyai tugas 
membe.ntu Kepala Baden dalam merencana.kan, melakaana.kan dan 
menginformasikan penebtian dan pengembangan Oaerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Oattah 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyuaunan kebijakan teknia dan penyelenggaraan program 

kegiatan Bidang Pcnelitian dan Pengembangan Oaerah; 

pengawaaan 
Perencanaan, 



• 18 • 

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawuan 
Program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

c. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugae program 
dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan 

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsrnya. 

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. menyuaun rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Oacrah sebagai pedoman dalam pclakaanaan tugas; 
b. mendistribuaikan dan memberi petunjuk pela.kaanaan tuga.s; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pclakaanaan tuga.s dalam 

lingkungan Sadan untuk mengetahui perkembangan pclakaanaan 
tu gas; 

d. menyusun rancangan, mcngoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinaa; 

e. mengilruti rapat·rapat scauai bidang tugaanya; 
r. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan 

program penclitian dan pengembangan di daerah; 
g. menyelenggarakan pcngoordinasian pemantauan dan evaluasi 

kegiatan penelitian dan pcngembangan di daerah; 
h. menyelenggarakan pembinaan penyusunan pedoman, anali&s 

kebutuhan, penetapa.n tujuan dan pengembangan deaain program 
dan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah; 

i. menyelenggarakan pembmaan pelaksanaan program dan kcgiatan 
penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah; 

j. menyelenggarakan pengoordinasian pe1a.kaanaan penguatan 
kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana 
aerta aumber daya manusia penelitian dan pengembangan; 

k. menyelenggarakan pengoordinasian pcnyelcnggaraan diseminasi 
haail kelitbangan di Daerah; 

I. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan laporan kcgiatan 
kelitbangan (pcnclitian, pengkajian, penerapan, pcngembangan, 
perekayasaan dan pengoperasian) scauai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

m. menyelenggarakan pengoordinasian optimalisasi jejaring atau 
kerjasa.ma kegiatan pcnelitian dan pengembangan dengan institusi 
penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga 
pcnelitian dan pengembangan pcmerintah maupun dcngan lembaga 
penclitian dan pcngembangan sv..·asta; 

n. merencanakan pclaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi 
daerah melipub lembaga/organisasi, peraturan dan 
nonna/etika/budaya inovasi; 

o. menyelenggarakan penataan aumber daya sistem inovasi daerah 
yang terdiri atas keahilan, kepakaran, kompetenai manusia; 

p. menyusun dan melakaanakan Standar Opcrasional Prosedur sesuai 
rincian tuga.s dan melakukan evaluasi Standar Operaeronal 
Prosedur; 

q. menyclenggara.kan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
penyelenggaraan kebijakan teknia di bidang Pcnelitian dan 
Pengembangan Daerah; 

r. menyelenggarakan koordinasi dan konsultaai dengan lembaga 
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraa.n 
uruaan Pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi pcnunjang 
pcnyelenggaraa.n urusan pemerintahan bidang Penelitian dan 
Pengembangan; 1 
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s. mcnginventarisasi dan mengkaj1 permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
pemecahan masalah; 

t. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara ae,uai ketentuan 
Peraturan Per Undang-undangan; 

u. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Kepala Sadan dan 
memberikan saran pertlmbangan kepa.da Atasan aebagai bahan 
perumusan kebija.kan; dan 

v. melakaana.kan tugas kedinasan lain yang diperinta.hkan atasan 
sesuai dengan bidang tugasnya. 

BABY 
KELOMPOK JABATAN FUNOSIONAL DAN PELAKSANA 

Pasal 14 
(IJ Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah dapat membentuk aejumlah kelompok jabatan fungsional dan 
pelakaana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelornpok Jabatan Fungsional dan pelaksana aebagaimana dimaksud 
pa.da ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
fungsional dan pelaksana masing-m.e.Bing berdaaarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan berpedornan pada pengaturan 
sistern kerja. 

BABY! 
TATA KERJA 

Rsgisn Kesa.tu 
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 

Pasal 15 
(I) Kepala Sadan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

kebijakan umum yang ditetapkan oleh Supati sesuai dengan 
Ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(2) Kepala Sadan, Sekl"etans, Kepala Bidang, Kepala Subbag,.an, Pejabat 
Fungsional dan Pelaksana dalam lingkup Badan melakaanakan tugas 
dan fungsi sesua.i dengan ketentuan pera1uran perundang-undangan, 
serta menerapkan prinsip hierarki, koordinaBi, kerjasama, integrasi, 
sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas 
dan efisiensi, eeeuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan; 

(3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepa.la Bidang, Kepala Subbagian dalam 
lingkungan Sadan mengembangkan koordinasi dan kerjsfl8ma dengan 
instansi pemerintah/swasta terka.it dalam rangka meningkatkan 
kinerja clan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Sadan. 

Bagian Kedua 
Pengendalian dan Evaluasi, eerte Pelaporan dan Pengawasan 

Pua116 
(I) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Sidang dan Kepala Subbagia.n dalarn 

lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan 
pengendalian dan evaluasi �rta melalcsanakan rapat koordinasi 
secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan; t 
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(2) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungaional dan Pelaksana dalaJn lingkungan Sadan wajib mcmatuhi 
petunjuk dan a.rahan pimpinan, eerta mcnyampaikan laporan secara 
berkala dan/atau aesuai kebutuhan secara. tepat waktu kcpada atasan 
maaing-maaing; 

(3) Kepala Sadan, Sekretaria, Kcpala Bidang dan Kcpala Subbagian dalrun 
lingkungan Badan me\akaanakan pengawasan sesuai dcngan 
ketentuan pere.turan perundang-unda.ngan. 

BAB VII 
KETENTIJAN PERALlHAN 

Pasa.l 17 
Kctentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Keduclukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengcmbangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2021 Nomor 69), tetap berlaku sampai denga.n ditetapkannya 
peraturan bupati tentang slatem kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENnJAN PENUTUP 

Pasal 18 
Dengan berlakunya Peraturan Bupan ini, Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi aerta Tata Kcrja Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
<Ian Pengembangan Durah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2021 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg.a.1 diundangkan. 
Agar eetiap orang mengetahuinya, meme.rintahka.n pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal ee a,u.j toi-"? 

BUPATI PINRANG, 

Diundangkan di PinI"JI)g 
pada tanggai OQ � U>,,) 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

BU 
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 

--------- 

• 20. 

(2) Kepala Sadan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
Fungaional dan Pelaksana dalaJn lingkungan Sadan wajib mcmatuhi 
petunjuk dan a.rahan pimpinan, eerta mcnyampaikan laporan secara 
berkala dan/atau aesuai kebutuhan secara. tepat waktu kcpada atasan 
maaing-maaing; 

(3) Kepala Sadan, Sekretaria, Kcpala Bidang dan Kcpala Subbagian dalrun 
lingkungan Badan me\akaanakan pengawasan sesuai dcngan 
ketentuan pere.turan perundang-unda.ngan. 

BAB VII 
KETENTIJAN PERALlHAN 

Pasa.l 17 
Kctentuan yang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati 
Pinrang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Keduclukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan, 
Penelitian dan Pengcmbangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Pinrang 
Tahun 2021 Nomor 69), tetap berlaku sampai denga.n ditetapkannya 
peraturan bupati tentang slatem kerja pada pemerintah daerah. 

BAB VIII 
KETENnJAN PENUTUP 

Pasal 18 
Dengan berlakunya Peraturan Bupan ini, Peraturan Bupati Pinrang 
Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi, Togas 
dan Fungsi aerta Tata Kcrja Sadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian 
<Ian Pengembangan Durah (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 
2021 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 19 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangg.a.1 diundangkan. 
Agar eetiap orang mengetahuinya, meme.rintahka.n pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal ee a,u.j toi-"? 

BUPATI PINRANG, 

Diundangkan di PinI"JI)g 
pada tanggai OQ � U>,,) 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

BU 
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 
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